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TUJUAN (POKIN LEVEL 1)
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)

SASARAN (POKIN LEVEL 2)

INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)

PROGRAM (SIPD)

SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)

INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 
3)

KEGIATAN (SIPD) 2.1. PEMULANGAN WARGA NEGARA 
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 
DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH 
KABUPATEN/KOTA UNTUK 
DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN 
ASAL

3.2. PENYELENGGARAAN 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT TERHADAP 
KESIAPSIAGAAN 
BENCANAKABUPATEN/KOTA

4.1. PENGUMPULAN 
SUMBANGAN DALAM 
KABUPATEN/KOTA

6.2. ADMINISTRASI 
KEUANGAN PERANGKAT 
DAERAH

7.1. PEMELIHARAAN 
ANAK-ANAK 
TERLANTAR

SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4) Meningkatnya rehabilitasi lansia 
terlantar

Meningkatnya 
pemenuhan kebutuhan 

permakanan dan 
sandang pada saat 
tanggap bencana

Meningkatnya 
penanganan khusus 

kelompok rentan

Meningkatnya 
layanan dukungan 
psikososial bagi 
korban pasca 

bencana

Meningkatnya kapabilitas 
Tagana

Terselenggaranya Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN

INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4) Presentase lansia terlantar 
yang direhabilitasi

Presentase korban 
bencana yang 
mendapatkan 
permakanan

Presentase kelompok 
rentan yang 

mendapatkan 
penanganan

Presentase korban 
bencana yang 
mendapatkan 

layanan dukungan 
psikososial pasca 

bencana

Presentase Tagana yang terlatih Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN

SUB KEGIATAN (SIPD) 1.1.1. PENYEDIAAN 
ALAT BANTU

1.1.2. PEMBERIAN BIMBINGAN 
SOSIAL KEPADA KELUARGA 
PENYANDANG DISABILITAS 
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, 
LANJUT USIA TERLANTAR, 
SERTA GELANDANGAN 
PENGEMIS DAN MASYARAKAT

1.1.3. PEMBERIAN AKSES KE 
LAYANAN PENDIDIKAN DAN 
KESEHATAN DASAR

1.1.5. PEMBERIAN LAYANAN 
RUJUKAN

1.1.4. PEMBERIAN 
BIMBINGAN FISIK, 
MENTAL, SPIRITUAL, 
DAN SOSIAL

2.1.1. WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN
DALAM DAN LUAR NEGERI
DARI TITIK DEBARKASI DI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK DIPULANGKAN KE
DESA/KELURAHAN ASAL

1.2.1. PEMBERIAN 
LAYANAN 
KEDARURATAN

1.2.2. PEMBERIAN 
BIMBINGAN FISIK, 
MENTAL, SPIRITUAL, 
DAN SOSIAL

1.2.3. PEMBERIAN 
LAYANAN RUJUKAN

3.1.1. PENYEDIAAN 
MAKANAN

3.1.2. PENANGANAN 
KHUSUS BAGI 
KELOMPOK RENTAN

3.1.3. PELAYANAN 
DUKUNGAN 
PSIKOSOSIAL

3.2.1. KOORDINASI, 
SOSIALISASI DAN 
PELAKSANAAN TARUNA 
SIAGA BENCANA

4.1.1. KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PENYELENGGARAAN UNDIAN 
GRATIS BERHADIAH DAN 
PENGUMPULAN UANG ATAU 
BARANG 

4.2.1. PENINGKATAN 
KEMAMPUAN POTENSI 
SUMBER KESEJAHTERAAN 
SOSIAL KELEMBAGAAN 
MASYARAKAT KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA

4.2.2. PENINGKATAN 
KEMAMPUAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PENGUATAN LEMBAGA
KONSULTASI 
KESEJAHTERAAN
KELUARGA (LK3)

4.2.3. PENINGKATAN 
KEMAMPUAN POTENSI 
SUMBER KESEJAHTERAAN 
SOSIAL PERSEORANGAN 
KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA

4.2.4. FASILITASI 
PENGEMBANGAN POTENSI 
SUMBER KESEJAHTERAAN 
SOSIAL DAERAH DI 
KABUPATEN/KOTA MELALUI 
PEMBERDAYAAN EKONOMI

4.2.5. PEMBINAAN TEKNIS 
SUMBER DAYA MANUSIA 
SUMBER KESEJAHTERAAN 
SOSIAL DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

5.1.1 REHABILITASI SARANA 
DAN PRASARANA TAMAN 
MAKAM PAHLAWAN 
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

5.1.2 PEMELIHARAAN TAMAN 
MAKAM PAHLAWAN 
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

6.1.1. PENYUSUNAN 
DOKUMEN 
PERENCANAAN 
PERANGKAT DAERAH

6.1.2. KOORDINASI 
DAN PENYUSUNAN 
LAPORAN CAPAIAN 
KINERJA DAN 
IKHTISAR REALISASI 
KINERJA SKPD

6.1.3. 
EVALUASI 
KINERJA 
PERANGKAT 
DAERAH

6.2.1. PENYEDIAAN GAJI DAN 
TUNJANGAN ASN

6.3.1. PENYEDIAAN 
KOMPONEN 
INSTALASI 
LISTRIK/PENERANG
AN BANGUNAN 
KANTOR

6.3.2. PENYEDIAAN 
PERALATAN DAN 
PERLENGKAPAN 
KANTOR

6.3.3. PENYEDIAAN 
PERALATAN RUMAH 
TANGGA

6.3.4. PENYEDIAAN 
BAHAN LOGISTIK 
KANTOR

6.3.5. PENYEDIAAN 
BARANG CETAKAN 
DAN PENGGANDAAN

6.3.6. PENYELENGGARAAN 
RAPAT KOORDINASI DAN 
KONSULTASI SKPD

6.3.7. DUKUNGAN 
PELAKSANAAN 
SISTEM 
PEMERINTAHAN 
BERBASIS 
ELEKTRONIK PADA 
SKPD

6.4.1. PENYEDIAAN 
JASA KOMUNIKASI, 
SUMBER DAYA AIR 
DAN LISTRIK 

6.4.2. PENYEDIAAN 
JASA PELAYANAN 
UMUM KANTOR

6.5.1. PENYEDIAAN JASA 
PEMELIHARAAN, BIAYA 
PEMELIHARAAN, DAN PAJAK 
KENDARAAN PERORANGAN 
DINAS ATAU KENDARAAN 
DINAS JABATAN

6.5.2. PEMELIHARAAN 
PERALATAN DAN 
MESIN LAINNYA

6.5.3. PEMELIHARAAN/ 
REHABILITASI GEDUNG 
KANTOR DAN 
BANGUNAN LAINNYA

7.1.1. PENJANGKAUAN 
ANAK-ANAK 
TERLANTAR

7.2.1. FASILITASI 
BANTUAN 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI 
MASYARAKAT

7.2.2. FASILITASI 
BANTUAN SOSIAL 
KESEJAHTERAAN 
KELUARGA

7.2.3. PENDATAAN 
FAKIR MISKIN 
CAKUPAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

7.2.4. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD) Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 
Alat Bantu dan Alat 
Bantu Peraga Sesuai 
Kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis dan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Akses ke 
Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemberian 
Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terfasilitasinya Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 
Dalam dan Luar Negeri dari Titik 
Debarkasi di Daerah Provinsi untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pemberian Layanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual 
dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pemberian Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 
Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya 
Pelayanan 
Dukungan 
Psikososial bagi 
Korban Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang yang 
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyelenggaran 
Undian Gratis Berhadiah dan 
Pengumpulan Uang atau Barang

Meningkatnya Kapasitas 
Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kemampuan 
Sumber Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3) 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Perseorangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Fasilitasi 
Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah di 
Kabupaten/Kota melalui 
Pemberdayaan Ekonomi

Terlaksananya Pembinaan 
Teknis Sumber Daya Manusia 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Rehabilitasi serta 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemeliharaan 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN

Tersedianya 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya 
Peralatan Rumah 
Tangga

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor

Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Terlaksananya 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya

Terlaksananya 
Penjangkauan Anak-Anak 
Terlantar Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 
Bantuan 
Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya 
Penerima Manfaat 
(PM) yang 
Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pendataan
Fakir Miskin Cakupan
Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD) Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat 
Bantu dan Alat Bantu 
Peraga Sesuai 
kebutuhanKewenanga
n Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Akses ke 
Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan DasarKewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapatkan 
Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Warga Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri 
yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang 
Mendapatkan 
Layanan Rujukan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Presentase kelompok 
rentan yang 
mendapatkan 
penanganan

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Layanan Dukungan 
Psikososial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan Undian Gratis 
Berhadiah dan Pengumpulan 
Uang atau Barang

Jumlah Lembaga Kesejahteraan 
Sosial yang Meningkat 
Kapasitasnya Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia 
dan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3) 
yang mendapatkan Peningkatan 
Kapasitas dan fasilitasi dalam 
penanganan kasus Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh Sosial, 
Penyuluh Sosial Masyarakat, 
Pekerja Sosial, Pekerja Sosial 
Masyarakat dan/atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan yang Meningkat 
Kapasitasnya

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah 
yang Mendapatkan 
Pemberdayaan Ekonomi

Jumlah Sumber Daya Manusia 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Bimbingan Teknis

Jumlah Dokumen Hasil 
Rehabilitasi serta Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi 
Pemeliharannya pada Taman 
Makam Pahlawan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi

Jumlah Anak-Anak 
Terlantar yang Dijangkau 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang 
Mendapatkan 
Bantuan 
Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penerima 
Manfaat (PM) yang 
Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Didata 

Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan 
Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan

Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu 
Atensi Sosial (PAS)

Meningkatnya pemutakhiran dan validasi basis data kemiskinan 

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 
Indeks Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Meningkatnya kebermanfaatan basis data kemiskinan

Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang tertangani Persentase data kemiskinan yang digunakan dalam menunjang program prioritas 
daerah 

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Presentase PAS yang memperoleh rehabilitasi sosial Presentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani Presentase PAS yang memperoleh pelayanan perlindungan dan 
jaminan sosial

1. Presentase data kemiskinan validasi sesuai ketentuan
2. Presentase data kemiskinan yang dimutakhirkan

1. Presentase data kemiskinan yang diverifikasi 
2. Presentase desa/kelurahan yang telah melaksanakan updating data

1.1. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA 
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL

1.2. REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH 
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN 
HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL

3.1. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL 
KABUPATEN/KOTA

4.2. PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.2. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar Meningkatnya rehabilitasi anak terlantar Meningkatnya rehabilitasi tuna sosial dan PAS lainnya Meningkatnya kompetensi PSKS 1. Meningkatnya fasilitasi perlindungan sosial pendidikan
2. Meningkatnya keterjangkauan atau kemudahan akses layanan 

Kesehatan
3. Meningkatnya pemberian bantuan sosial tepat sasaran

Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

Persentase PSKS yang aktif berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

5.1. PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 
KABUPATEN/KOTA 

Terselenggaranya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah TMP Nasional yang Dipelihara

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya ketercapaian sasaran Program OPD

Persentase ketercapaian sasaran program OPD

Meningkatnya data kemiskinan yang di update dan diverifikasi

Presentase penyandang disabilitas terlantar yang direhabilitasi Presentase anak terlantar yang direhabilitasi Presentase tuna sosial dan PAS lainnya yang rehabilitasi  Presentase PSKS yang meningkat kompetensinya 1. Presentase fasilitasi perlindungan sosial pendidikan yang dilayani
2. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

3. Presentase bantuan sosial yang diberikan secara tepat

6.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 
PERANGKAT DAERAH

Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 6.4. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Terselenggaranya Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Paket Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara

Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

6.5. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH
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